
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 45562L2

KEPUTUSAN

DEUIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR: r:tt lt{oa{ Itrlep-DpRjD t L2 l2o/2t

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAI{ PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TEI{TANG PENTELENGC}ARAAI{ PERPUSTAKAAN

DEWAN PERWAKILAN RAI'YI\T DAERATI KOTA MEDAN

Menlmbang a bahwa untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat diperlukan
keberadaan Perpustakaan yang berfungsi sebagai wahana
pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;

b. bahwa penyelenggaraan perpustakaan di Kota Medan belum
dilakukan secara terencana dan terpadu, serta belum
didukung oleh budaya gemar membaca;

c bahwa untuk mewujudkan keterpaduan Penyelenggaraan
Perpustakan dan membudayakan gemar membaca, perlu
instrumen hukum yang diatur tersendiri dalam Peraturan
Daerah.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan
daerah tentang Penyelenggaran Perpustakaan dalam Surat
Keputusan DPRD;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1O92);

3. Undang-undang Nomor 2O Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional Tambahan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Menglngat



4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2OO7 Tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129
Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaal
Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 6l,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2Ol4 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 20O7 Tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2074 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5531);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

2

6. Undalg-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralcyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan P.erwakilan Ralryat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
l82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol8 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewarr
Perwakilan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6187);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O2l Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 201g
Tentang Serah Simpan Kar5ra Cetak dan Karya Rekam
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nornor ZZI;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3
Tahun 2 00 1 tentang Perpustakaal Desa/ Kelurahan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1557);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 202O Nomor 888);

15. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017
tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota;

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2O2O Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
(lembaran Daerah Kota Medan Tahun 202O Nomor 3);

18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2Q2O Tentang Perubahan atas Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun
2020 Nomor.

Memperhatikan: 1.

2.

a

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medal tanggal
30 November 2021.
Laporan Hasil Rapat Panita Khusus Pembahasan Ranperda
Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perpustakaan pada
Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tanggal 27 Desember
202t.
Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan yang
disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Kota Medan tanggal 27 Desember 2O2 1.
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Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAI{ DEtr'AIV PERWAKILAN RAISAT DAERAH KOTA
MEDAN TEIYTANG PERSETUJUAN RANCAilGAIV PERATURAN
DAERAII KOTA MEDAN TENTANG PEI{YELENGGARAAT{
PERPUSTAKAAN.

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Penyelenggaraan Perpustakaan menjadi
sebagaimana tercantum dalam lampiran
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Peraturan Daerah
yang merupakan

KEDUA : Dalam Implementasi Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya
memperhatikan pendapat Fraksi-Fraksi Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan yang seterusnya ditindaklanjuti
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan
perbaikal kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat
kesalahan dan / atau kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan dl Medan
pada tanggal t7 Deeeaber 2O2l

DEWAN PERtrIAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAI{

Ketua,

HASYIM, S.E

gfslit Ks Wakll Ketua, flfakll Kgfua,

H. IHWAN RITONGA,S.E.,M.M H. RA.'UDIN SAGALA,S.Pd.I H BAHRUMSYAH,S.H.,M.H

f,4,at

Tembusan:
1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan


